WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAWUN 203

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

Mengingat

a.

oy

WALIKOTA PADANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah
beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD;

bahwa dalam rangke tertib administrasi, akuntabilitas  dan
transparansi pengelolaan hibah, perlu dibuat daftar penerima dan
besaran hibah:;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikola Padang
tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun

Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Nepgara Tahun 13958 Nomor 20 §;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); !

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44586),

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723):

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164 );

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457 8);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomar 310}

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota |
Padang Tahun 2008 Nomor 01 );
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17.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun
Anggaran 2013 { Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor
01 )

18.Peraturan Walikota Padang Nomor 27A Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 28A Tahun 2012
( Berita Daerah Kota Padang Tahun 201 Nomor 28A );

19.Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013
Nomor 01 ;

MEMUTUSKAN:

Daftar Penerima hibah dan besaran hibah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini,

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
menjadi dasar penyailuran/penyerahan hibah

Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima hibah dllakukan setelah
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Pakta Integritas.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang
belum dirinci peruntukkannya dapat disalurkan setelah ditetapkan
Keputusan Walikota tersendiri.

Hibah yang diberikan secara bertahap akan disalurkan setelah penerima
hibah menyampaikan laporan perfanggungjiawaban penggunaan hibah

tahap sebelumnya.

Penerima hibah menyampalkan pertanggungjawaban penggunaan dana
hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 15 hari

setelah kegiatan selesai.



KEDELAPAN :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
padatanggal 20 TEBYUAR| 2013

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Padang.

2. Yth. Sdr. Kepala SKPD Pengelola Hibah

3. Yth. Sdr. Penerima Hibah.

4. Arsip




